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 This research aims to understand the Islamic perspective and the laws related 

to the definition of adultery, as well as a review of jinayah jurisprudence on 

the consequences of adultery in the Criminal Code of 1946 and No. 01 of 2023. 

This research is qualitative with a normative juridical approach, using library 

research methods by collecting books or references related to the research. 

The results show that, first, adultery in the perspective of jinayah 

jurisprudence has a different definition from Article 284 of the 1946 Criminal 

Code, which considers adultery as intercourse committed only by those who 

are married. Meanwhile, adultery according to Article 411 of the 2023 

Criminal Code has the same meaning as the perspective of jinayah 

jurisprudence, which is intercourse committed by those who are either married 

or unmarried. Second, the review of jinayah jurisprudence on the 

consequences of adultery in the 1946 Criminal Code and No. 01 of 2023 is not 

accepted, because the imposition of sanctions for the crime of adultery must 

consider stronger evidence. Jinayah jurisprudence differentiates the 

consequences of adultery into two: stoning for those who are married, and one 

hundred lashes and one year of exile for those who are not married. The 1946 

Criminal Code punishes perpetrators of adultery with a maximum prison 

sentence of 9 months for those who are married. Meanwhile, Article 411 does 

not differentiate the marital status of the perpetrator and punishes with a 

maximum prison sentence of 1 year or a fine of up to 10 million rupiahs. In the 

case of cohabitation, the penalty is a maximum of 6 months in prison or a fine 

of up to 10 million rupiahs. If adultery is committed with a family member, the 

prison sentence can reach 10 years. This research provides insights for 

students and the public about the limits and legal consequences of adultery 

from the perspective of jinayah jurisprudence and the Criminal Code. 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Islam dan Undang-

Undang terkait definisi zina, serta tinjauan fikih jinayah terhadap konsekuensi 

zina dalam KUHP tahun 1946 dan No. 01 tahun 2023. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, 

menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (library research) 

dengan cara mengumpulkan buku-buku atau refrensi yang berkaitan dengan 

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama zina dalam 

perspektif fikih jinayah memiliki definisi yang berbeda dengan Pasal 284 

KUHP 1946 yang mengganggap perzinaan sebagai persetubuhan yang 

dilakukan oleh orang yang telah menikah saja, sedangkan zina menurut Pasal 

411 KUHP 2023 memiliki makna yang sama dengan perspektif fikih jinayah 

yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang telah ataupun yang belum 

menikah. Kedua, tinjauan fikih jinayah terhadap konsekuensi zina dalam 
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KUHP tahun 1946 dan no. 01 tahun 2023 tidak diterima, karena penerapan 

sanksi untuk tindak pidana zina harus mempertimbangkan bukti yang lebih 

kuat. Fikih jinayah membedakan konsekuensi zina menjadi dua: hukuman 

rajam untuk pelaku yang telah menikah, dan hukuman cambuk seratus kali 

serta pengasingan setahun untuk pelaku yang belum menikah. KUHP tahun 

1946 menghukum pelaku zina dengan penjara paling lama 9 bulan bagi yang 

telah menikah. Sedangkan Pasal 411 tidak membedakan status pernikahan 

pelaku dan menghukum dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling 

banyak 10 juta rupiah. Sedangkan dalam hal kohabotasi mendapatkan pidana 

penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. 

Jika perzinaan dilakukan dengan keluarga kandung, hukuman penjara bisa 

mencapai 10 tahun. Penelitian ini memberikan wawasan bagi penuntut ilmu 

dan masyarakat tentang batasan dan konsekuensi hukum zina dalam tinjauan 

fikih jinayah dan KUHP. 
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PENDAHULUAN 

 
Salah satu bentuk nikmat diantara sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan 

kepada manusia ialah dengan disyariatkannya pernikahan. Pernikahan merupakan 

pondasi utama bagi pembentukan sebuah bangunan keluarga. Melalui pernikahan 

pasangan dapat membentuk ikatan emosional dan menciptakan lingkungan yang aman 

dan harmonis, serta mewujudkan nilai-nilai kebersamaan dan darinya pula sebuah umat 

dapat terbentuk. Disyariatkannya pernikahan juga bertujuan untuk mengatur hubungan 

seksual antara pria dan wanita, sebab hubungan seksual hanya akan dianggap sah secara 

hukum agama dan hukum negara jika diikat dengan tali pernikahan. Allah Swt. berfirman 

dalam Q.S. Al-Nur/24: 32. 

كُمْْۗ اِنْ يَّكُوْنُ وْا فُ قَراَۤءَ يُ غْنِهِمُ ا ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ وَانَْكِحُوا الَْْيََمٰى مِنْكُمْ وَالصٰ لِحِيَْْ مِنْ عِبَادكُِمْ وَامَِاۤىِٕ ُ مِنْ فَضْلِهْۗ وَاللّٰ   للّٰ 
Terjemahnya: 

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-

orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun 

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka 

dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.1 

Nikah adalah akad antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk saling 

menikmati satu sama lain dan membentuk keluarga yang baik serta masyarakat yang 

sehat.2 Seorang Muslim yang telah mencapai usia balig dan mampu secara lahir maupun 

 
1Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

Qur’an, 2019), h. 503. 
2Muh}ammad bin S{a>lih} bin Muh}ammad al-‘Us \aimi>n, al-Zawa>j (t.t.p.: Mada>r al-Wat}n, 1425 

H/2004 M), h. 12. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab 

Vol. 3, No. 4 (2024): 608-630 

doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1655 

 

 

610 | Aditya Renaldi, Rapung, Irsyad Rafi 
Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina dalam KUHP Tahun 1946 dan No. 01 Tahun 2023 

batin maka dianjurkan untuk segera menikah. Hal tersebut tentu saja untuk tujuan 

menjaganya dari hal-hal yang tercela dan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. 

Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra. 

tentang tiga orang sahabat yang mendatangi rumahnya dan bertanya bagaimana intensitas 

ibadah beliau. 

، وَأتقَاكُمْ لهَُ، لَكِنِِ  أَصُومُ وَ  ! إِنِ  لَأخْشَاكُمْ للَِِّّ أفُْطِرُ، وَأُصَلِ ي وَأرَْقُدُ، وَأتََ زَوَّجُ أنَْ تُمُ الَّذِينَ قُ لْتُمْ كَذَا وكََذَا؟ أمََا وَاللَِّّ
 3( رَوَاهُ البُخَاريِ)  رَغِبَ عَنْ سُنَّتِِ، فَ لَيْسَ مِنِِ   النِ سَاءَ، فَمَنْ 

Artinya: 

Kalian berkata begini dan begitu. Adapun aku, demi Allah, adalah orang yang 

paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku 

berpuasa dan juga berbuka, aku salat dan juga tidur serta menikahi wanita. 

Barangsiapa yang benci sunahku, maka bukanlah dari golonganku. 

Penetapan suatu perkara dalam Islam selalu memiliki maksud, baik untuk 

mendatangkan kebaikan atau untuk mencegah keburukan. Contohnya, perintah 

pernikahan yang diatur dalam syariat bertujuan untuk memungkinkan seseorang untuk 

menyalurkan kebutuhan biologisnya sesuai dengan ajaran agama, serta untuk mencegah 

terjerumusnya seseorang ke dalam perbuatan zina. 

Perzinaan sendiri adalah salah satu diantara dosa besar yang keras ancaman 

hukumannya. Meski demikian, dikarenakan mudahnya akses untuk melakukannya 

ditambah banyaknya pernikahan yang dipersulit prosesnya membuat sebagian orang 

menjadikan perzinaan sebagai solusi. Padahal Allah Swt. telah memperingatkan dalam 

Q.S. Al-Isra/17: 32. 
 وَلَْ تَ قْرَبوُا الز نِٰٰٓ انَِّه  كَانَ   فاَحِشَةً   وَسَاۤءَ   سَبِيْلً 

Terjemahnya: 

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji 

dan jalan terburuk.4 

Melakukan perzinaan bukan hanya merupakan sebuah pelanggaran syariat, tetapi 

juga termasuk pelanggaran norma sosial dan hukum. Pelaku zina akan dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum agama maupun hukum 

pidana. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan zina tidak hanya berdampak pada individu 

yang terlibat, tetapi juga membawa konsekuensi yang luas bagi kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Dimana dampak dari perzinaan tersebut sangat luas, diantaranya ialah 

ketidakjelasan garis keturunan bagi anak yang lahir dari perzinaan, peningkatan 

kompleksitas masalah sosial, penurunan nilai-nilai kemanusiaan, dan kerusakan tatanan 

sosial. 

Akibat negatif lainnya yang ditimbulkan oleh perzinaan adalah merebaknya kasus 

kejahatan seperti pemerkosaan. Di Indonesia tercatat berdasar data yang bersumber 

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018, di ranah privat atau 

personal, persentase tertinggi adalah  kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti 

kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan 

 
3Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S}ah}ih} al-Bukha>ri>, Juz 5 (Damaskus: Da>r ibn 

Kas\i>r, 1414 H/1993 M), h. 1949. 
4Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, h. 397. 
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ekonomi 13% (1.244 kasus). Hal lain yang mengejutkan pada CATAHU 2018, untuk 

kekerasan seksual di ranah privat atau personal tahun ini, incest (pelaku orang terdekat 

yang masih memiliki hubungan keluarga) merupakan kasus yang paling banyak 

dilaporkan yakni sebanyak 1.210 kasus, kedua adalah kasus perkosaan sebanyak 619 

kasus, kemudian persetubuhan atau eksploitasi seksual sebanyak 555 kasus. Dari total 

1.210 kasus incest, sejumlah 266 kasus (22%) dilaporkan ke polisi, dan masuk dalam 

proses pengadilan sebanyak 160 kasus (13,2%).5 

Melihat tingginya jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2018, jelas bahwa ini 

merupakan persoalan serius yang mengancam bangsa kita. Untuk mengatasinya, 

diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kerjasama ini nantinya 

akan menjadi kunci dalam menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk 

masalah tersebut. 

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah membuat berbagai macam peraturan untuk 

meniadakan atau meminimalisir terjadinya perzinaan. Namun hal semacam ini tidak 

dapat dicegah hanya dengan sebuah peraturan atau peringatan saja. Perlunya bimbingan 

orang tua terhadap anak-anaknya dan peran keluarga kepada kerabatnya untuk 

mengedukasi dan mengawasi tentang bahayanya perzinaan. 

Sebagai contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di 

Indonesia sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang, telah mengatur tentang hukum 

perzinaan dalam pasal 284, sedangkan empat pasal berikutnya mengatur tentang hukum 

persetubuhan yang disertai dengan unsur-unsur lain. 

Kejahatan yang terjadi seringkali mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap 

nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Ketika nilai-nilai ini melemah 

atau bahkan menghilang, masyarakat menjadi rentan terhadap perilaku kriminal yang 

dapat merugikan individu dan merusak reputasi bangsa secara keseluruhan.  

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, telah memberikan ajaran lengkap 

dalam mengatur semua aspek kehidupan, termasuk upaya pencegahan dan penegakan 

hukuman terhadap perbuatan perzinaan. Ajaran ini tidak hanya terdiri dari norma-norma 

moral, tetapi juga mencakup regulasi hukum yang terperinci mengenai tindakan tersebut.  

Dalam ajarannya, Islam menyoroti pentingnya menjaga kemurnian dan martabat 

diri serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. 

Bagi pelaku perzinaan, Islam juga menetapkan sanksi yang tegas sebagai langkah 

penegakan aturan dan sebagai bentuk perlindungan terhadap keharmonisan keluarga dan 

ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Islam bukan hanya sebagai 

panduan spiritual, tetapi juga sebagai dasar hukum yang mengarahkan perilaku individu 

agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 

bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap konsekuensi zina dalam KUHP tahun 1946 dan 

no. 01 tahun 2023. 

Adapun tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui perspektif fikih jinayah dan 

Undang-Undang terkait definisi zina, (2) Untuk mengetahui tinjauan fikih jinayah 

terhadap konsekuensi zina dalam KUHP tahun 1946 dan no. 01 tahun 2023. Jenis metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, 

 
5Iwan Setiawan, “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal 

Ilmiah Galuh Justisi 6, no. 2 ( 2018): h, 125-126. 
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dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini adalah pendekatan terhadap 

perundang-undangan yang berlaku. Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang 

dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. Karena 

bertujuan untuk menerangkan suatu produk hukum yang diterapkan dalam masyarakat.6 

Sumber data diperoleh dari buku Undang-Undang, kitab-kitab fikih karya para ulama, 

penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, serta informasi lain yang diakses dari internet 

yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini. Untuk mengumpulkan data peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (library research), yaitu metode 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku atau refrensi yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya penelitian yang ditulis oleh; 

a. Kamaluddin Tamusai yang berjudul ”Analisis terhadap pasal 284 KUHP Ditinjau 

Menurut Hukum Islam”7 Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 284 KUHP 

mendefinisikan zina pada status pernikahan, sementara dalam hukum Islam, zina tidak 

terbatas oleh status pernikahan. Dalam hukum Islam, status suami istri menjadi faktor 

yang mempengaruhi penjatuhan hukuman terhadap zina, bukan sebagai syarat terjadinya 

zina seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian kami adalah Pasal yang dibahas, penelitian ini hanya membahas pada Pasal 

284 KUHP saja, sedangkan dalam penelitian kami membahas tentang Pasal 284 dan 411-

413 KUHP. 

b. Syamsul Huda yang berjudul “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana”.8 Kesimpulan dari penelitian ini ialah, menurut KUHP, 

hubungan seksual antara pasangan yang belum menikah tidak dianggap sebagai zina 

karena mereka belum sah secara hukum sebagai suami istri. Selain itu, KUHP tidak 

menghukum pelaku zina yang tidak tunduk pada ketentuan Pasal 27 BW, bahkan jika 

mereka telah menikah secara sah. Jika pasangan suami atau istri memberikan izin untuk 

berhubungan seks di luar nikah, Pasal 284 tidak berlaku untuk mereka. Namun, dalam 

perspektif hukum Islam, setiap hubungan seks di luar pernikahan yang sah dianggap 

sebagai zina. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah penelitian ini 

membahas perzinaan secara umum, sedangkan penelitian kami membahas khusus kepada 

konsekuensi hukumnya, perbedaan juga terletak pada Pasal yang dibahas, penelitian ini 

hanya membahas Pasal 284, sedangkan dengan penelitian kami membahas Pasal 284 dan 

411-413 KUHP. 

c. Sumardi Effendi yang berjudul “Jari>mah Zina Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut 

Hukum Positif dan Fiqh Jinayah”.9 Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa 

tanggung jawab pidana anak atas jari>mah zina dalam fikih jinayah termasuk dalam 

kategori ta’zir yaitu hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena 

 
6Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), h.93. 
7Kamaluddin Tamusai, “Zina Menurut Hukum Positif Indonesia (Analasis terhadap pasal 284 

KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam)”, Skripsi (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 

2021). 
8Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana”, Jurnal Studia Islamika 12, no. 2 (Desember 2015): h. 377-397. 
9Sumardi Effendi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ja>rimah Zina Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut 

Hukum Positif dan Fiqh Jinayah”, Syarah 8, no. 1 (Januari-Juni 2019). 
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tidak terdapat dalam al-Qur’an dan hadis. Karena salah satu syarat dalam kategori zina 

muh}s}an maupun zina gairu muh}s}an tidak terpenuhi. Meskipun demikian, penguasa 

(hakim) memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman yang sesuai bagi anak-anak 

sesuai dengan kondisi waktu dan tempat. Sementara itu, dalam hukum positif, tanggung 

jawab pidana anak harus memperhatikan tujuan pemberian hukuman dan merujuk 

kembali pada undang-undang tentang anak dan perlindungan anak. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian kami adalah objek yang dibahas, penelitian ini khusus membahas 

hukuman zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sedangkan penelitian kami 

membahas hukuman zina yang dilakukan oleh orang dewasa. 

 

PEMBAHASAN 

 

Konsekuensi Zina Dalam Fikih Jinayah 

Kata zina berasal dari Bahasa Arab, yaitu turunan dari kata  - يَ زْنِ    -زَنَٰ       وزناءً   - 
 maknanya berbuat zina.10 (فَجَرَ )  yang berarti fajara (zana>, yazni>, zinan, wa zina>an)زِنًٰ 

Adapun zina secara istilah atau terminologi dari 4 mazhab memiliki lafal yang 

berbeda-beda akan tetapi memiliki makna yang sama. Menurut mazhab Hanafi, zina 

adalah: 

 11الزِ نَا الْمُوجِبَ للِْحَدِ  وَيُشْتََطَُ أَنْ تَكُونَ الْمَوْطوُءَةُ مُشْتَ هَاةً وَالْوَاطِئُ مُكَلَّفًا طاَئعًِا 

Artinya: 

Zina yang mewajibkan had adalah bersetubuh dengan wanita yang diinginkan dan 

pelakunya adalah orang yang sudah mukallaf serta dilakukan dengan kemauan 

sendiri. 

Adapun menurut mazhab Maliki, zina adalah: 

 12آدَمِيٍ  لَْ مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِِت فَِاقٍ تَ عَمُّدًا الز نَِا وَطْءُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ فَ رجَْ  
Artinya: 

Zina adalah persetubuhan seorang Muslim yang mukallaf dengan kemaluan 

manusia lain yang tidak memiliki hak milik di dalamnya, dengan sengaja, menurut 

kesepakatan. 

Adapun menurut mazhab Syafi’i, zina adalah: 
 13مِنْ )الذَّكَرِ( الْمُتَّصِلِ الْأَصْلِيِ  مِنْ الْْدَمِيِ  الْوَاضِحِ  إِيلَجُ حَشَفَةٍ أوَْ قَدْرهَِا

Artinya: 

 
10Mujid al-Di>n Abu> T{a>hir Muh}ammad bin Ya’qu>b al-Fairu>za>ba>da, al-Qa>mu>s al-Muh}i>t} (Cet. VIII; 

Bairu>t: Muassasah al-Risalah lit}t}iba>’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi<>’, 1426 H/2005 M), h. 1292. 
11‘Us|ma>n bin ‘Ali> al-Zaila’i> al-H{anafi>, Tabyi>n al-Haqa>iq Syarh} Kanz al-Daqa>iq wa H{a>syiyah al-

Syilbiyyi, Juz 3 (Cet. I; al-Qa>hira: al-Mat}ba’ah al-Kubra al-Ami>riyyah, 1314 H/1893 M), h. 164. 
12Muh}ammad ibn ‘Abdillah al-Khirasyi> al-Ma>liki>, Syarh Mukhtas}ar al-Khali>l, Juz 8 (Cet. I; 

Bairu>t: Da>r al-Fikr, t.th), h. 87. 
13Syamsu al-Di>n Muh}ammad bin Muh}ammad al-Khat}i>b al-Syarbi>ni>, Mugni> al-Muh}ta>j ila> 

Ma’rifah Ma’a>ni> Alfa>z} al-Minha>j, Juz 5 (Cet. I; t.t.p.: Da>r al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1415 H/1994 M), h. 

442. 
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Memasukkan kepala zakar atau seukurannya dari (laki-laki) yang asli dan normal 

dari manusia yang jelas. 

Adapun menurut mazhab Hanabila, zina adalah: 

 14فِعْل الْفَاحِشَةِ فِ قُ بُلٍ أوَْ فِ دُبرٍُ 

Artinya: 

Perbuatan keji di depan (vagina) atau di belakang (anus). 

Dari seluruh pengertian zina yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa 

makna zina dari keempat mazhab tersebut ialah persetubuhan yang dilakukan oleh 

seorang yang mukallaf (orang yang telah dewasa yang wajib menjalankan hukum-hukum 

islam)15 pada kelamin perempuan yang diinginkan tanpa ikatan kepemilikan dan syubhat. 

Makna yang serupa juga dikemukakan oleh Ibn Rusyd yaitu setiap persetubuhan yang 

terjadi tanpa didasari pernikahan yang sah dan juga syubhat (kerancuan) dalam 

pernikahan, dan tidak pula didasari oleh kepemilikan budak.16 

 Dalam kitab suci al-Qur’an ayat tentang pengharaman zina sangatlah banyak. 

Salah satunya ialah Q.S. Al-Isra/17: 32. 

 سَبِيْلً   وَسَاۤءَ   فاَحِشَةً   كَانَ وَلَْ تَ قْرَبوُا الز نِٰٰٓ انَِّه  
Terjemahnya: 

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji 

dan jalan terburuk.17 

Ayat ini dengan tegas mengingatkan umat Islam untuk menjauhi zina. Hal ini 

menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina itu sendiri, tetapi juga segala 

bentuk tindakan atau perilaku yang dapat mendekatkan seseorang kepada zina. Tujuannya 

adalah untuk melindungi kehormatan, martabat, dan kestabilan keluarga dalam 

masyarakat Islam. Larangan ini juga berfungsi sebagai pencegahan awal terhadap dosa 

besar, dengan menjauhi zina, umat Islam diarahkan untuk menghindari godaan dan 

kecenderungan yang dapat mengarah pada dosa tersebut. Ayat ini juga menekankan 

pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan jiwa serta tubuh, karena zina dianggap 

sebagai dosa besar yang dapat merusak hubungan dengan Allah dan hubungan sosial antar 

manusia. 

Pengharaman zina juga didukung oleh banyak hadis Nabi Muhammad saw. yang 

mempertegas keharaman tersebut, salah satu hadis yang menunjukkan tentang 

pengharaman zina ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. 

 
14Ibra>hi>m bin Muh}ammad bin ‘Abdillah bin Muh}ammad bin Muflih}, al-Mubdi’ Fi> Syarh al-

Muqni’, Juz 7 (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘A<lamiyyah, 1418 H/1997 M), h. 380. 
15Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa  (Cet. IV; 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 978. 
16Muh}ammad bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Ah}mad Ibn Rusyd, Bida>yatu al-Mujtahid wa 

Niha>yatu al-Muqtas}id, Juz 2 (Cet. III; al-Qa>hira: Da>r al-H{adi>s\, 1425 H/2004 M), h. 216. 
17Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

Qur’an, 2019), h. 397. 
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حِيَْ يَشْرَبُُاَ وَهُوَ لَْ يَ زْنِ الزَّانِ حِيَْ يَ زْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَْ يَسْرقُِ حِيَْ يَسْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَْ يَشْرَبُ الْْمَْرَ  
 18)رَوَاهُ مُسْلِمْ(   .بعَدُ مُؤْمِنٌ، وَالت َّوْبةَُ مَعْرُوضَةٌ  

Artinya: 

Tidaklah seorang pezina berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman, dan 

tidaklah seorang pencuri mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman, dan 

tidaklah seorang peminum khamr minum khamr ketika dia minum dalam keadaan 

beriman, kemudian taubat tetap terbuka setelah itu. (H.R Muslim) 

Hadis ini menyatakan bahwa ketika seorang mukmin melakukan dosa besar 

seperti zina, mencuri, atau minum khamar, iman mereka tidak akan sempurna. Ini 

menunjukkan bahwa iman seseorang menurun akibat tindakan tersebut. Selain itu, 

meskipun dosa-dosa ini sangat berat, hadis ini juga mengatakan bahwa pintu taubat selalu 

terbuka. Ini menunjukkan rahmat Allah yang besar, karena seseorang memiliki 

kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri meskipun telah melakukan dosa besar. 

Ini mendorong umat Islam untuk terus kembali kepada Allah setelah melakukan 

kesalahan. Hadis ini menunjukkan korelasi yang erat antara perbuatan seseorang dan 

kondisi imannya. Ini memberikan landasan untuk memahami bahwa keimanan harus 

tercermin dalam tindakan dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Secara keseluruhan, baik al-Qur'an maupun hadis selaras memperkuat 

pengharaman zina, menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini dalam pandangan 

Islam, serta mendorong umat untuk hidup sesuai dengan ajaran syariat. 

Hukum pidana Islam merupakan terjemah dari fikih jinayah yang merupakan 

salah satu dari enam cabang ilmu fikih dalam hukum Islam. Keenam cabang fikih tersebut 

adalah fikih ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, fikih siyasah dan fikih mawaris. 

Secara berurutan, keenam macam fikih tersebut adalah hukum Islam di bidang ibadah, 

muamalah atau hubungan interaksi sosial kemasyarakatan dan bisnis, pernikahan, pidana, 

politik, serta waris. Di samping keenam macam fikih ini, masih ada macam-macam fikih 

lainnya yang dihubungkan dengan istilah lain sebagai kata majemuk, yaitu fikih sosial, 

fikih anak, fikih wanita, dan fikih dakwah. Akan tetapi, keempat macam fikih yang 

disebut terakhir ini tidak sepopuler enam macam fikih yang disebut sebelumnya, bahkan 

ada juga istilah fiqh al-wa>qi’, fiqh al-‘asr, atau fikih kontemporer.19 

Fikih secara bahasa adalah   ُالْفَهْم yang berarti pemahaman. 

Adapun secara istilah, fikih adalah: 

 20. لِ لَْ دْ تِ سْ لِْْ ة بِِ يَّ يلِ صِ فْ الت َّ   هِ تِ لَّ دِ أَ  نْ ، عَ ةِ يَّ عِ رْ الشَّ   امِ كَ حْ لْأَ الْعِلْمُ بِِ 
Artinya: 

Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dari dalil-dalil rinci melalui 

penalaran. 
Sedangkan jinayah menurut bahasa: 

 
18Abu al-H{usain Muslim bin al-H{ajja>j bin Muslim al-Qusyairi> al-Naysa>bu>ri>, al-Ja>mi’ al-S{ah{i>h, 

Juz 1 (Turki>: Da>r al-At}ibba>’ah al-‘A<mirah, 1334 H/1913 M), h. 55. 
19M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2016), h. 2. 
20Muh{ammad bin ‘Ali> bin Muh{ammad bin ‘Abdillah al-Syauka>ni> al-Yamani>, Irsya>d al-Fuh}u>l ila> 

Tah}qi>q al-H{aq min ‘Ilm al-Usu>l, Juz 1 (Cet. I; t.t.p: Da>r al-Kita>b al-‘Arbi>, 1319 H/1999 M), h. 17. 
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 ضٍ رْ عَ   وْ أَ  الٍ مَ  وْ ، أَ نِ دَ لى بَ ي عَ دِ عْ لى الت َّ عَ   قُ لَ طْ تُ رم، وَ الُْ ب وَ نْ الذَّ : ةغَ  اللُّ فِ  يَ هِ وَ  ة،ايَ نَ ا جِ هَ دَ رَ فْ ت مُ ايََ نَ الِ 
Artinya: 

Al-Jina>yat (kejahatan) adalah bentuk tunggal dari "jinayah", yang dalam bahasa 

berarti dosa dan kejahatan, dan digunakan untuk merujuk pada pelanggaran 

terhadap tubuh, harta, atau kehormatan. 

Sedangkan menurut istilah:  

 21ة ارَ فَّ كَ   وْ الًْ أَ مَ  وْ اصًا أَ صَ قِ   بُ وجِ ا يُ بَِ   نِ دَ البَ لى  ي عَ عد ِ التَّ   يَ هِ 
Artinya: 

Ini adalah pelanggaran terhadap tubuh yang mengharuskan kisas (pembalasan 

setimpal), pembayaran uang, atau penebusan dosa. 

 Para ahli fikih membagi jinayah menjadi tiga bagian: (1) Jinayah terhadap jiwa, 

yaitu pembunuhan. (2) Jinayah terhadap sesuatu yang kurang dari jiwa, yaitu luka yang 

tidak mematikan. (3) Jinayah terhadap sesuatu yang merupakan jiwa dalam satu sisi tapi 

bukan di sisi lain, seperti tindak pidana terhadap janin.22 

Dalil yang menjadi landasan adanya jinayah dalam Islam terdapat dalam al-

Qur’an maupun hadis. Dalam kitab suci al-Qur’an ialah Q.S. Al-Baqarah/2: 179. 

وُلِِ الْْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ    تَ ت َّقُوْنَ وَلَكُمْ فِِ الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَ ٰٓ
Terjemahnya: 

Dan dalam kisas itu ada (jaminan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, 

supaya kamu bertakwa.23 

Ayat ini menunjukkan bahwa kisas adalah suatu sistem yang adil untuk 

menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya kisas, keadilan ditegakkan dan 

pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Seseorang 

juga akan lebih berhati-hati dan cenderung menghindari melakukan kejahatan, khususnya 

kejahatan yang berat seperti pembunuhan. Dengan menegakkan kisas, maka kehidupan 

orang-orang yang tidak bersalah dapat dilindungi dari kejahatan, dan masyarakat dapat 

hidup dengan rasa aman dan tenteram. Ayat ini mengarahkan pesannya kepada ulil alba>b 

(orang-orang yang berakal), yang menunjukkan bahwa penerapan hukum kisas 

memerlukan pemahaman dan kebijaksanaan. Hanya orang yang berakal yang dapat 

memahami manfaat dan keadilan dari hukum kisas ini. 

Sedangkan dalam hadis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. 

وبقَِاتِ 
ُ
رْكُ بِلِله، والسِ حْرُ، وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الَّتِ حَرَّمَ اللهُ   : قاَلَ  قالُوا: يََ رَسُولَ اِلله، وَمَا هُنَّ؟ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الم الشِ 

ؤْمِنَاتِ ا
ُ
حْصَنَاتِ الم

ُ
، وأكلُ الرِ بَِ، وأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، والت َّوَلِِ  يَ وْمَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ الم )رَوَاهُ   .لغَافِلَتِ إِلَْ  بِلَحقِ 

 24البُخَاريِ(

 
21‘Abdullah bin Muh}ammad al-T{iyya>r, al-Fiqh al-Muyassar, (Cet. I; al-Riyad}: Da>r al-Wat}n, 1432 

H/2011 M), h. 57. 
22Wiza>ratul Awqa>f wa al-Syuun al-Isla>miyah, al-Mausu>’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, Juz 16 

(Cet. II; al-Kuwait: Da>r al-Zala>sil, 1404 H/1983 M), h. 60. 
23Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, h. 36. 
24Muh}ammad bin Isma>’i>l bin Ibra>hi>m bin al-Mugi>ra Ibn Bardizbah al-Bukha>ri>, S}ah}ih} al-Bukha>ri>, 

Juz 6, h. 175. 
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Artinya: 

Hindarilah tujuh dosa yang membinasakan. Mereka (para sahabat) bertanya: 

"Wahai Rasulullah, apa saja itu?" Beliau menjawab: "Menyekutukan Allah, sihir, 

membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, 

memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh 

wanita-wanita mukminah yang baik-baik berbuat zina." (H.R. Bukhari) 

Adapun syarat-syarat hukuman had zina itu terbagi menjadi dua, ada syarat yang 

disepakati dan ada juga syarat yang tidak disepakati. Syarat hukuman had zina yang 

disepakati diantaranya ialah; 

1. Memasukkan Kepala Zakar atau Seukurannya 

Memasukkan kepala zakar atau ukurannya ke dalam kemaluan. Jika tidak 

memasukkannya sama sekali atau hanya memasukkan sebagian, maka tidak ada hukuman 

had atasnya karena itu bukan persetubuhan. Tidak disyaratkan adanya ejakulasi maupun 

ereksi saat memasukkan. Hukuman had tetap wajib atasnya baik terjadi ejakulasi atau 

tidak, dan baik zakarnya ereksi atau tidak.25 

2. Pelaku Harus Mukallaf (Berakal dan Balig) 

Malik berkata tidak ditegakkan hukuman had atas anak perempuan yang berzina 

atau anak laki-laki yang berzina sampai ia mimpi basah atau anak perempuan mengalami 

haid atau keduanya tumbuh rambut kemaluan atau mencapai usia di mana orang-orang 

tahu bahwa tidak ada seorang pun yang melewati usia tersebut kecuali sudah mengalami 

mimpi basah.26 Juga, tidak ada hukuman had atas orang gila dan anak kecil jika mereka 

berzina. Berdasarkan sabda nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan oleh Ali ra. 

الْمَجْنُونِ  وَعَنِ  يََْتَلِمَ،  الصَّبِِ  حَتََّّ  وَعَنِ  يَسْتَ يْقِظَ،  النَّائمِِ حَتََّّ  عَنِ  ثَلَثةٍَ:  عَنْ  الْقَلَمُ  يَ عْقِلَ رفُِعَ  حَتََّّ  )رَوَاهُ    
 27  البَ ي ْهَقِي(

Artinya: 

Pena diangkat dari tiga golongan: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari 

anak kecil sampai ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia sadar atau sembuh. 

3. Pelaku Mengetahui Haramnya Zina 

Tidak ada hukuman had atas orang yang tidak mengetahui keharaman zina. Umar, 

Ali, dan Utsman berkata: Tidak ada hukuman had kecuali bagi orang yang 

mengetahuinya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jika pelaku kejahatan mengaku 

tidak tahu keharaman zina, dan ada kemungkinan bahwa ia benar-benar tidak 

mengetahuinya, seperti orang yang baru masuk Islam atau orang yang dibesarkan di 

pedalaman jauh dari komunitas Muslim, maka pengakuannya diterima karena mungkin 

ia benar. Namun, jika ia adalah orang yang tidak mungkin tidak mengetahui hal itu, 

seperti seorang Muslim yang dibesarkan di antara umat Islam dan para ulama, maka 

 
25Syamsu al-Di>n Muh}ammad bin Muh}ammad al-Khat}i>b al-Syarbi>ni>, Mugni> al-Muh}ta>j ila> 

Ma’rifah Ma’a>ni> Alfa>z} al-Minha>j, Juz 5, h. 442. 
26Ma>lik bin Anas bin Ma>lik bin ‘A<mir al-As}bah}i> al-Madani>, al-Mudawwanah, Juz 4 (Cet. I; t.t.p.: 

Da>r al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1415 H/1994 M), h. 491. 
27Abu> Bakr Ah}mad bin Al-H{usain bin ‘Ali> al-Baihaqi>, al-Sunan al-Kubra>, Juz 3 (Cet. III; Bairu>t: 

Da>r al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1423 H/2003 M), h. 118. 



 

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab 

Vol. 3, No. 4 (2024): 608-630 

doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1655 

 

 

618 | Aditya Renaldi, Rapung, Irsyad Rafi 
Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina dalam KUHP Tahun 1946 dan No. 01 Tahun 2023 

pengakuannya tidak diterima karena keharaman zina tidak tersembunyi bagi orang yang 

seperti itu, sehingga jelas bahwa ia berbohong.28 

4. Pelaku Tindakan Harus Melakukannya dengan Sukarela 

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada hukuman had atas wanita yang dipaksa untuk 

berzina, berdasarkan sabda Nabi saw.  yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. 

ُ عَنْ أمَُّتِِ الَْْطأََ وَالنِ سْيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ   29)رَوَاهُ البَ ي ْهَقِي(  تَََاوَزَ اللَّّ
Artinya: 

Allah memaafkan umatku dari kesalahan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa 

untuk melakukannya. 

Adapun syarat yang masih belum disepakati atau masih diperselisihkan ialah; 

1. Yang Disetubuhi Harus Hidup 

Malik berpendapat bahwa salah satu syarat ditegakkannya had adalah yang 

disetubuhi harus hidup, jadi tidak ada hukuman had menurut mereka untuk menyetubuhi 

mayat. Karena hukuman had diwajibkan untuk mencegah, dan ini adalah sesuatu yang 

secara naluriah dihindari oleh manusia, sehingga tidak memerlukan pencegahan dengan 

hukuman had karena naluri manusia sudah menghindarinya. Dalam hal ini, pelakunya 

dikenakan hukuman ta'zi>r.30  

2. Yang Disetubuhi Harus Perempuan 

Syafi’i mensyaratkan dalam hukuman had zina bahwa yang disetubuhi harus 

perempuan. Maka, tidak ada hukuman had menurutnya bagi pelaku hubungan sejenis 

liwat, akan tetapi ia dibunuh dengan pedang seperti seorang murtad atau diberi hukuman 

ta'zir. Berdasarkan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. 

 31( )رَوَاهُ البَ ي ْهَقِي  مَنْ وَجَدْتُُوُهُ يَ عْمَلُ عَمَلَ قَ وْمِ لُوطٍ فاَقْ تُ لُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِه
Artinya: 

Siapa pun yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti kaum Luth, maka 

bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan. (H.R. Baihaqi) 

Adapun bagi yang menjadi objek liwat, jika ia masih kecil, gila, atau dipaksa, 

maka tidak ada had atasnya, karena manfaat dari alat kelamin laki-laki tidak dianggap 

bernilai. Jika ia adalah mukallaf (dewasa dan berakal) dan melakukannya secara sukarela, 

maka ia dicambuk dan diasingkan, baik ia sudah menikah atau belum, baik laki-laki atau 

perempuan, karena tempat tersebut (dubur) tidak dianggap sebagai tempat yang bisa 

memiliki ihsan.32 
3. Persetubuhan Harus di Kemaluan Depan 

Demikian pula, bersetubuh di dubur, tidak mewajibkan had menurut Abu Hanifah 

meskipun haram, karena tidak dilakukan di kemaluan sehingga tidak dianggap sebagai 

zina. Menurut kedua sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani dan Syafi'i, hal 

itu mewajibkan had yaitu rajam jika pelakunya sudah menikah dan cambuk jika belum 

 
28Ma>lik bin Anas bin Ma>lik bin ‘A<mir al-As}bah}i> al-Madani>, al-Mudawwanah, Juz 4, h. 288. 
29Abu> Bakr Ah}mad bin Al-H{usain bin ‘Ali> al-Baihaqi>, al-Sunan al-Kubra>, Juz 10, h. 104. 
30‘Ali> bin Muh}ammad al-Rab’i>, al-Ttabs}irah, Juz 13 (Cet. I; al-Qatr: Wiza>ratul Awqa>f wa al-

Syuun al-Isla>miyah, 1432 H/2011 M), h. 6160. 
31Abu> Bakr Ah}mad bin Al-H{usain bin ‘Ali> al-Baihaqi>, al-Sunan al-Kubra>, Juz 8, h. 403. 
32Syamsu al-Di>n Muh}ammad bin Muh}ammad al-Khat}i>b al-Syarbi>ni>, Mugni> al-Muh}ta>j ila> 

Ma’rifah Ma’a>ni> Alfa>z} al-Minha>j, Juz 5, h. 443. 
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menikah bukan karena itu zina, tetapi karena dianggap sama dengan zina, karena 

memiliki makna yang sama dengan zina yang mewajibkan had.33 

4. Persetubuhan Terjadi di Wilayah Islam 

Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hukuman had zina wajib dilakukan jika zina 

terjadi di wilayah Islam. Maka, tidak ditegakkan hukuman had atas orang yang berzina di 

wilayah perang atau pemberontakan kemudian keluar ke wilayah Islam dan mengaku 

kepada hakim.34 

5. Pelaku Harus Seorang Muslim 

Malik berpendapat bahwa h}udud hanya ditegakkan dalam Islam bagi orang yang 

sebelumnya telah masuk Islam. Jika seseorang bukan Islam, maka hukum Islam tidak 

ditegakkan atasnya.35 Begitu pula Abu Hanifa dan Muhammad berkata bahwa Islam 

merupakan syarat dalam ihsan, sedangkan Abu Yusuf berkata Islam bukanlah syarat 

rajam, dan ini juga dikatakan oleh imam Syafi’i.36 Berdasarkan dalil firman Allah Swt. 

dalam Q.S. Al-Nur/24: 2. 

هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ   الَزَّانيَِةُ وَالزَّانِْ فاَجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِ ن ْ
Terjemahnya: 

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 

seratus kali.37 

Dengan berlandaskan dalil tersebut, ini menunjukkan wajibnya dera kepada 

pezina kecuali jika ada dalil lain yang mengkhususkan.  

Zina ditetapkan dengan salah satu dari dua hal, yaitu; kesaksian atau pengakuan. 

1. Kesaksian 

Para fuqaha sepakat bahwa zina ditetapkan dengan kesaksian, dan tidak ditetapkan 

kecuali dengan kesaksian empat orang laki-laki, berdasarkan firman Allah Swt. dalam 

Q.S. Al-Nisa/4: 15. 

 اللَّتِ يََتِْيَْ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرَْبَ عَةً مِنْكُم 
Terjemahnya: 

Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka 

mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. 

Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) 

dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan 

(yang lain) kepadanya.38 

Dan firman-Nya dalam Q.S. Al-Nur/24: 4. 

 وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثَُُّ لََْ يََتْوُا بِِرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثََاَنِيَْ جَلْدَةً 
Terjemahnya: 

 
33‘Ala>u al-Di>n Abu Bakr bin Mas’u>d al-Ka>sa>ni> al-H{anafi>, Bada>i’ al-S{ana>i’ Fi> Tarti>b al-Syara>i’, 

Juz 7 (Cet. I; Mis}r: Mat}ba’ah al-Jama>liyah, 1327 H/1906 M), h. 34. 
34Muh}ammad Ami>n al-Syahi>r Bibn ‘A<bidi>n, H{a>syiyah Raddu al-Muh}ta>r ‘Ala al-Da>r al-Mukhta>r, 

Juz 4 (Cet. II; Mis}r: Syarikah Maktabah wa Mat}ba’ah Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{ilbi>, 1386 H/ 1966 M), h. 5. 
35‘Ali> bin Muh}ammad al-Rab’i>, al-Ttabs}irah, Juz 13, h. 6162. 
36Abu al-H{usain Ah{mad bin Muh}ammad bin Ja’far al-Bagda>di> al-Quddu>ri>, al-Tajri>d lil Qudu>ri>, 

Juz 11 (Cet. II; al-Qa>hira: Da>r al-Isla>m, 1427 H/2006 M), h. 5876. 
37Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, h. 497. 
38Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, h. 108. 
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Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan 

mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para 

penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka 

untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.39 

Dan firman-Nya dalam Q.S. Al-Nur/24: 13. 

 ونَ لَوْلَْ جَاءُوا عَلَيْهِ بِِرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فإَِذْ لََْ يََتْوُا بِِلشُّهَدَاءِ فأَُولئَِكَ عِنْدَ اللَِّّ هُمُ الْكَاذِبُ 
Terjemahnya: 

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Karena 

tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan 

Allah.40 

Dalam syarat kesaksian zina ada beberapa hal yang perlu ada, diantaranya; 

a. Saksi zina harus laki-laki. 

Tidak diterima kesaksian perempuan dalam kasus zina dalam kondisi apapun, 

berdasarkan ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya. Kesaksian perempuan tidak diterima 

dalam kasus zina karena kata empat merujuk kepada jumlah laki-laki yang disebutkan.41  

b. Saksi zina berjumlah empat orang. 

Para fuqaha sepakat bahwa zina tidak dapat ditetapkan kecuali dengan kesaksian 

empat laki-laki. Zina merupakan salah satu dosa besar, sehingga persyaratan 

kesaksiannya juga diperketat untuk menjaga kehormatan dan privasi seseorang. Ibn 

Qudamah menyebutkan adanya ijma' (kesepakatan ulama) mengenai hal ini. Jika jumlah 

saksi lengkap menjadi empat, maka hukuman h}udud dijatuhkan pada terdakwa, namun 

jika jumlahnya kurang dari empat, mereka dianggap sebagai penuduh palsu qadhf dan 

dikenakan hukuman cambuk h}udud qadhf, sesuai firman Allah Swt. (Q.S.Al-Nur/24: 

4).42 

c. Kesaksian tersebut harus berada dalam satu majelis. 

 Jika beberapa dari empat ini bersaksi dalam majelis yang berbeda, kesaksian 

mereka tidak diterima, dan mereka akan dijatuhi hukuman h}ad qaz\af (pengaduan palsu). 

Hanafi dan Maliki juga menetapkan bahwa para saksi harus hadir bersama-sama di 

majelis qa>di (hakim). Hanafi juga menyatakan bahwa jika mereka berkumpul di luar 

majelis qa>di dan memasukinya satu per satu, mereka dianggap terpisah dan akan dijatuhi 

hukuman qaz\af. Namun, jika mereka duduk di tempat saksi dan satu per satu memberikan 

kesaksian, itu diperbolehkan. Sementara itu, Maliki menyatakan bahwa setelah mereka 

semua tiba di hadapan hakim, mereka harus diinterogasi satu per satu. Jika ada perbedaan 

di antara mereka, atau jika salah satu dari mereka berbeda, kesaksian mereka menjadi 

batal.43 

d. Kesaksian tersebut harus terperinci 

 
39Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, h. 498. 
40Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, h. 499. 
41Wiza>ratul Awqa>f wa al-Syuun al-Isla>miyah, al-Mausu>’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, Juz 24 

(Cet. I. Mis}r: Da>r al-S{afwa, 1404 H/1983 M), h. 37. 
42Wiza>ratul Awqa>f wa al-Syuun al-Isla>miyah, al-Mausu>’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, Juz 24, 

h. 38. 
43Wiza>ratul Awqa>f wa al-Syuun al-Isla>miyah, al-Mausu>’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, Juz 24, 

h. 38. 
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Para saksi menjelaskan secara detail bagaimana zina itu terjadi, mereka 

mengatakan: "Kami melihatnya dalam keadaan tersembunyi menyebutnya di dalam 

kemaluannya, atau dia menyembunyikan kemaluannya atau ukurannya, jika terpotong di 

dalam kemaluannya seperti bengkoknya kol dalam tabung, atau seperti keruhnya air 

dalam sumur." Karena jika pengakuan dianggap penting dalam pengakuan, maka akan 

lebih penting dalam kesaksian. Karena seorang saksi mungkin menganggap apa yang 

bukan zina sebagai zina. Para saksi juga harus menjelaskan posisi mereka, apakah mereka 

berbaring, duduk, atau berdiri, atau apakah dia di atasnya atau di bawahnya.44 

2. Pengakuan 

Para ahli fikih sepakat bahwa zina dapat dibuktikan melalui pengakuan. 

Sebagaimana kisah Ma’iz bin Malik dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh 

Sulaiman bin Buraidah ra. dari bapaknya. 

النَّبِ ِ  إِلَِ  مَالِكٍ  بْنُ  مَاعِزُ  طَهِ رْنِ،  جَاءَ  اِلله،  رَسُولَ  يََ  وَتُبْ : فَ قَالَ  فَ قَالَ:  اَلله  فاَسْتَ غْفِرِ  ارْجِعْ  وَيََْكَ! 
رْنِ،: فَ قَالَ  فَ رَجَعَ غَيَْْ بعَِيدٍ ثَُُّ جَاءَ،: قاَلَ . إلِيَْهِ  وَيََْكَ! ارْجِعْ فاَسْتَ غْفِرِ :  فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ  يََ رَسُولَ اِلله، طَهِ 

حَتََّّ إِذَا  مِثْلَ ذَلِكَ،  يََ رَسُولَ اِلله، طَهِ رْنِ، فَ قَالَ النَّبُِّ : فَ قَالَ  فَ رَجَعَ غَيَْْ بعَِيدٍ ثَُُّ جَاءَ،: قاَلَ . اَلله وَتُبْ إلِيَْهِ 
رُكَ؟ : كَانَتِ الرَّابعَِةُ قاَلَ لهَُ رَسُولُ اللهِ  أبَهِِ جُنُونٌ؟ فأَُخْبَِ أنََّهُ ليَْسَ :  فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ  مِنَ الز نَِٰ،: فَ قَالَ  فِيمَ أطَُهِ 

رَ : فَ قَالَ  بِجَْنُونٍ، فَ قَامَ  خََْراً؟  خََْرٍ،أَشَرِبَ  ريِحَ  مِنْهُ  دْ  يََِ فَ لَمْ  فاَسْتَ نْكَهَهُ،  اللهِ : قاَلَ  جُلٌ  رَسُولُ   : فَ قَالَ 
 45)رَوَاهُ مُسْلِمْ(  نَ عَمْ، فأَمََرَ بهِِ فَ رُجِمَ : فَ قَالَ  أزََنَ يْتَ؟

Artinya: 

"Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi dan berkata: 'Ya Rasulullah, sucikanlah 

aku.' Nabi bersabda: 'Celaka engkau! Kembalilah, mintalah ampun kepada Allah 

dan bertobatlah kepada-Nya.' Ma'iz pun kembali, namun tidak lama kemudian ia 

datang lagi dan berkata: 'Ya Rasulullah, sucikanlah aku.' Rasulullah bersabda: 

'Celaka engkau! Kembalilah, mintalah ampun kepada Allah dan bertobatlah 

kepada-Nya.' Ma'iz pun kembali, namun tidak lama kemudian ia datang lagi dan 

berkata: 'Ya Rasulullah, sucikanlah aku.' Nabi mengulanginya seperti itu hingga 

yang keempat kalinya, Nabi bersabda kepadanya: 'Dengan apa aku harus 

menyucikanmu?' Ma'iz menjawab: 'Dari zina.' Rasulullah bertanya: 'Apakah dia 

gila?' Maka diberitahukan kepada beliau bahwa dia tidak gila. Rasulullah bertanya 

lagi: 'Apakah dia minum khamar?' Maka seorang pria berdiri dan mencium bau 

mulutnya, namun tidak menemukan bau khamar darinya. Rasulullah bertanya: 

'Apakah engkau berzina?' Ma'iz menjawab: 'Ya.' Maka beliau memerintahkan 

agar Ma'iz dirajam." (H.R. Muslim) 
Dalam Islam, zina dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, zina muh}s}an yaitu zina 

yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Kedua, zina gairu muh}s}an yaitu zina 

 
44Wiza>ratul Awqa>f wa al-Syuun al-Isla>miyah, al-Mausu>’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, Juz 24, 

h. 39. 
45Abu al-H{usain Muslim bin al-H{ajja>j bin Muslim al-Qusyairi> al-Naysa>bu>ri>, al-Ja>mi’ al-S{ah{i>h, 

Juz 5, h. 118. 
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yang dilakukan oleh orang yang belum menikah.46 Kedua jenis zina ini memiliki 

konsekuensi hukum yang berbeda. Perbedaan status pernikahan pelaku zina 

mempengaruhi tingkat hukuman yang diberikan, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 

Meski hukuman zina tidak terdapat secara detail dalam al-Qur’an, namun 

hukuman tersebut telah dijelaskan dalam hadis Nabi saw. Yang diriwayatkan oleh 

Ubadah bin Samit ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda. 

ُ لََنَُّ سَبِيلً, الْبِكْرُ بِِلْبِكْرِ جَلْدُ مِائةٍَ, وَنَ فْيُ سَنَةٍ,  , فَ قَدْ جَعَلَ اللَّّ , خُذُوا عَنِِ  وَالثَّيِ بُ بِِلثَّيِ بِ جَلْدُ خُذُوا عَنِِ 
 47(   )رَوَاهُ مُسْلِمْ   مِائةٍَ, وَالرَّجْمُ 

Artinya: 

Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan 

yang lain bagi mereka. Yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang 

yang belum menikah, (hukumannya) adalah seratus kali cambukan dan 

pengasingan selama satu tahun, sedangkan seorang yang sudah menikah (berzina) 

dengan orang yang sudah menikah (hukumannya) adalah seratus kali cambukan 

dan rajam. (H.R. Muslim) 

Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau sedang 

duduk di samping mimbar Rasulullah saw. 

ال آيةَُ  عَلَيْهِ   ُ اللَّّ أنَْ زَلَ  فِيمَا  فَكَانَ  الْكِتَابَ,  عَلَيْهِ  وَأنَْ زَلَ   , بِِلحَْقِ  دًا  مَُُمَّ بَ عَثَ  اللََّّ  نَاهَا إِنَّ  وَوَعَي ْ قَ رأَْنَاهَا  رَّجْمِ. 
مَا : فأََخْشَى إِنْ طاَلَ بِِلنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَ قُولَ قاَئِلٌ , فَ رَجَمَ رَسُولُ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم وَرَجََْنَا بَ عْدَهُ وَعَقَلْنَاهَا,  

ُ, وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِ كِتَابِ ا  , فَ يَضِلُّوبِتََْكِ فَريِضَةٍ أنَْ زَلََاَ اللَّّ دُ الرَّجْمَ فِ كِتَابِ اللَِّّ للَِّّ عَلَى مَنْ زَنَٰ, إِذَا أُحْصِنَ نََِ
 48(   )رَوَاهُ مُسْلِمْ   عْتَاَفُ مِنَ الرِ جَالِ وَالنِ سَاءِ, إِذَا قاَمَتْ الْبَيِ نَةُ, أوَْ كَانَ الْحبََلُ, أوَْ الِْ 

Artinya: 

Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran, dan menurunkan 

kepadanya Kitab (Al-Qur'an), maka di antara yang diturunkan Allah kepadanya 

adalah ayat rajam. Kami membacanya, menghafalnya, dan memahaminya. 

Rasulullah saw. telah merajam (orang yang berzina), dan kami merajam setelah 

beliau. Aku khawatir jika waktu berlalu lama, ada yang akan berkata: "Kami tidak 

menemukan rajam dalam Kitab Allah," sehingga mereka tersesat dengan 

meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Dan sesungguhnya rajam itu 

benar adanya dalam Kitab Allah terhadap orang yang berzina, jika sudah menikah 

dari kalangan laki-laki dan perempuan, jika terdapat bukti yang jelas, atau ada 

kehamilan, atau pengakuan. (H.R. Muslim) 

Berdasarkan dengan dalil di atas seorang yang melakukan zina dan berstatus telah 

menikah zina muh}s}ann maka akan mendapatkan hukuman rajam, yaitu hukuman yang 

dilakukan dengan cara pelaku ditanam berdiri di dalam tanah setinggi dada, lalu dilempari 

 
46Kahar Muzakir, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana”, Formosa 1, no. 1 (Juli 2022): h. 44. 
47Abu al-H{usain Muslim bin al-H{ajja>j bin Muslim al-Qusyairi> al-Naysa>bu>ri>, al-Ja>mi’ al-S{ah{i>h, 

Juz 5, h. 115. 
48Abu al-H{usain Muslim bin al-H{ajja>j bin Muslim al-Qusyairi> al-Naysa>bu>ri>, al-Ja>mi’ al-S{ah{i>h, 

Juz 5, h. 116. 
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dengan batu hingga mati. Adapun bagi pelaku zina yang belum menikah zina gairu 
muh}s}an maka akan mendapatkan hukuman seratus kali cambukan dan diasingkan selama 

setahun. 

 

Konsekuensi Zina dalam KUHP Tahun 1946 dan No. 01 Tahun 2023 

 Dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 KUHP bab 15 tindak pidana 

kesusilaan bagian keempat perzinaan pasal 411 ayat 1, dijelaskan bahwa definisi zina 

ialah setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau 

istrinya.49 

Sama halnya pada undang-undang perzinaan yang lama, dalam bab 14 pasal 284 

KUHP 1946 yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan 

melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:  

1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau 

isterinya; 

2) Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW;  

3) Dirinya sedang berada dalam perkawinan.50 

Ada beberapa perbedaan dalam Pasal 284 dengan Pasal 411 KUHP, diantaranya 

ialah batasan zina atau siapa yang termasuk dalam perzinaan, menurut KUHP 1946 Pasal 

284 zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh suami istri di luar pernikahan. 

Sedangkan menurut KUHP 2023 Pasal 411 zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh 

siapa saja baik yang telah terikat pernikahan maupun yang masih lajang atau belum terikat 

pernikahan. Pasal 284 KUHP berfokus secara khusus pada perlindungan kesetiaan dalam 

hubungan pernikahan dengan cakupan yang lebih terbatas. Sebaliknya, Pasal 411 KUHP 

memiliki jangkauan yang lebih luas, mencakup tindakan perzinaan yang dilakukan oleh 

siapa saja, serta memperluas siapa saja yang dapat mengajukan pengaduan. Hukuman 

yang ditetapkan dalam Pasal 411 juga lebih berat dibandingkan dengan Pasal 284, 

menandakan perhatian yang lebih besar terhadap pelanggaran norma kesusilaan dalam 

masyarakat secara umum. Keduanya sama-sama bersifat delik aduan absolut, yaitu delik 

aduan yang hanya diberikan kepada orang yang merasa dirugikan dari tindak pidana 

tersebut, yaitu suami atau istri bagi yang terikat pernikahan, dan orang tua atau anak bagi 

yang belum terikat pernikahan. 

Dan juga sedikit perbedaan dalam segi penetapan pidana, yang dimana Pasal 411 

menetapkan hukuman pidana kepada pelaku zina dengan pidana penjara paling lama 1 

tahun atau denda paling besar 10 juta rupiah. Pasal 284 menganggap delik perzinaan 

sebagai kejahatan yang ringan dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan, yang dianggap 

tidak sebanding dengan keberatannya dalam pandangan masyarakat, hal tersebut dapat 

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum yang berlaku. 

Tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah untuk memperkuat nilai-nilai 

kesusilaan yang sangat dihargai di masyarakat Indonesia. Zina di Indonesia dianggap 

sebagai pelanggaran hukum dan ancaman terhadap stabilitas sosial dan moral. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk menghentikan perbuatan zina untuk menjaga etika dan 

moralitas masyarakat.  

 
49Republik Indonesia, Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 KUHP, bab 15, pasal 411. 
50Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana”, Jurnal Studia Islamika 12, no. 2 (Desember 2015): h. 380. 
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Sebenarnya, pelanggaran kesusilaan merupakan pelanggaran yang secara luas 

dikaitkan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi setempat. Ini berarti bahwa pelanggaran 

kesusilaan sangat dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai lokal yang berlaku. 

Pelanggaran semacam ini dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain yang 

memiliki budaya yang beragam. Perbedaan ini dapat dilihat dalam konsep zina yang 

berbeda antara masyarakat Barat dan Indonesia.51  

Di satu negara dengan tradisi dan nilai-nilai tertentu, tindakan yang dianggap 

melanggar kesusilaan mungkin diterima atau bahkan tidak menjadi masalah di negara lain 

dengan budaya yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran kesusilaan tidak 

hanya terkait dengan tindakan itu sendiri, tetapi juga bagaimana masyarakat yang 

bersangkutan memahami, menginterpretasikan dan menilai tindakan tersebut. Lebih dari 

itu, hal ini menunjukkan bahwa untuk memahami dan menilai suatu tindakan sebagai 

pelanggaran kesusilaan, kita harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan 

sejarah yang melatarbelakangi hal tersebut. 

 

Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina dalam KUHP Tahun 1946 dan 

No. 01 Tahun 2023 

1. Pasal 284 KUHP Tahun 1946 

Pada pasal 284 KUHP tahun 1946 menjelaskan bahwa apabila suami atau istri terbukti 

melakukan hubungan badan dengan bukan pasangannya yaitu suami atau istrinya, akan 

mendapatkan pidana penjara paling lama 9 bulan.52 Untuk dapat dikenakan pasal tersebut, 

persetubuhan harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari 

salah satu pihak. Selain itu, Pasal 284 KUHP merupakan pasal dengan jenis delik aduan 

absolut yang berarti pelaku dari tindak pidana tersebut baru dapat dijatuhi sanksi apabila 

adanya laporan dari orang yang dirugikan yaitu suami atau istri pelaku zina. Delik aduan 

absolut juga tidak memisahkan pihak yang diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan, 

misal istri dari A melakukan zina dengan B, maka A dan B akan dikenakan pidana yang 

sama, walaupun tuntutan hanya berasal dari pihak A. Penuntutan tidak diindahkan bagi 

pelaku zina yang belum menikah karena pasal 27 BW atau KUH Perdata tidak berlaku 

baginya. Sedangkan dalam fikih jinayah siapapun boleh melaporkan bagi yang mendapati 

perzinaan, asalkan seluruh syarat pelaporan tersebut terpenuhi, yaitu perzinaan tersebut 

disaksikan oleh 4 orang laki-laki dalam satu majelis dan kesaksian tersebut harus 

terperinci atau jelas. Yang mana apabila syarat pelaporan tersebut tidak terpenuhi maka 

yang melapor akan dikenakan h}ad qaz\af  karena merupakan tuduhan palsu. Jadi dapat 

dipahami bahwa perzinaan dalam fikih jinayah merupakan tindak pidana dengan jenis 

delik aduan biasa, bukan aduan absolut. Fikih jinayah memandang bahwa sanksi untuk 

tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP, yang merupakan delik aduan absolut dengan 

hukuman penjara sembilan bulan, tidaklah tepat jika pembuktiannya hanya berdasarkan 

pengaduan. Dalam fikih jinayah, zina juga tidak seharusnya dijadikan sebagai delik aduan 

absolut karena perbuatan zina memiliki efek pencegahan umum yang berdampak baik 

secara vertikal dalam hal hukuman, maupun secara horizontal dalam dampaknya.  

 
51Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana”, h. 378-379. 
52Republik Indonesia, Undang-Undang Tahun 1946, bab XIV, pasal 284. 
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Oleh karena itu, dalam tinjauan fikih jinayah, penerapan sanksi untuk tindak 

pidana zina harus mempertimbangkan bukti yang lebih kuat daripada sekadar bergantung 

pada pengaduan. Hal ini penting karena bukti yang kuat dan dapat dipercaya akan 

memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan fakta yang benar, bukan sekadar 

laporan atau pengaduan yang mungkin tidak akurat atau dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Oleh karena itu, keadilan penegakan hukum lebih terjamin. Selain itu, untuk menjaga 

integritas dan kredibilitas sistem hukum, bukti yang kuat diperlukan dalam kasus tindak 

pidana zina. Jika penegakan hukum hanya didasarkan pada pengaduan tanpa bukti yang 

memadai, ada kemungkinan kesalahan dalam penjatuhan hukuman yang dapat merugikan 

pihak yang tidak bersalah. Ini tidak hanya akan merugikan individu yang terlibat, tetapi 

juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum saat ini. Selain itu, 

kebijakan ini akan membantu mencegah dampak negatif yang lebih luas yang akan terjadi 

pada masyarakat secara keseluruhan. Penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati 

dan bijaksana karena tindak pidana zina seringkali dikaitkan dengan masalah moral dan 

sosial yang sensitif. Dengan memastikan bahwa sanksi hanya dijatuhkan berdasarkan 

bukti yang kuat, kita dapat mencegah fitnah, konflik sosial, dan ketidakadilan yang dapat 

memecah belah masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk mempertahankan keadilan 

sosial dan keharmonisan. 

2. Pasal 411-413 No. 01 KUHP Tahun 2023 

Sedangkan dalam Pasal terbaru yaitu Pasal 411 ayat 1 KUHP tahun 2023 

menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan 

suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 

tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori II.53 Hukuman penjara setahun 

bagi pelaku zina dalam KUHP tidak dapat dikiaskan dengan hukuman pengasingan 

setahun dalam fikih jinayah, karena ada beberapa perbedaan.  

a. Pertama, pengasingan setahun dalam fikih jinayah hanya berlaku bagi pelaku zina yang 

belum menikah, berbeda dengan KUHP yang menyamakan pidana setahun baik yang 

telah maupun yang belum menikah.  

b. Kedua, dalam KUHP dijelaskan bahwa pidana paling lama ialah setahun penjara, 

berarti ada kemungkinan penetapan pidananya di bawah satu tahun, hal tersebut berbeda 

dengan apa yang telah ditetapkan dalam fikih jinayah yaitu setahun pengasingan, tidak 

lebih dan tidak kurang.  

c. Ketiga, dalam KUHP pidana penjara merupakan opsi, terpidana dapat memilih apakah 

ingin pidana penjara atau pidana denda, sedangkan dalam fikih jinayah pengasingan 

selama setahun merupakan pidana wajib dijalankan dan bukan opsional.  

d. Keempat, dalam fikih jinayah pengasingan dilakukan kepada pezina ke tempat yang 

jaraknya diperbolehkan untuk melakukan qasar salat yaitu sekitar 85 km, sedangkan 

dalam KUHP penempatan penjara bagi pelaku pidana zina diatur oleh otoritas terkait, 

bisa saja ditempatkan jauh dari tempat asal pelaku, dan bisa jadi dekat.  

Pasal ini juga termasuk Pasal dengan jenis aduan absolut. Dalam Pasal 411 ayat 2 

tertulis bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tidak 

dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan, suami atau istri bagi yang terikat 

perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan, yang 

dimaksud dengan anaknya dalam ketentuan ini adalah anak kandung yang sudah berumur 

 
53Republik Indonesia, Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 KUHP, bab XV, pasal 411. 
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16 tahun. Jadi tidak dapat diajukan penuntutan oleh orang lain kecuali 2 pihak yang 

berhak tersebut.  

Lanjut Pasal 412 tertulis bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama 

sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

bulan atau denda paling banyak kategori II. Ketentuan mengenai hidup bersama sebagai 

suami istri di luar perkawinan dikenal dengan istilah kohabotasi. Sedangkan dalam fikih 

jinayah hal semacam ini juga termasuk kategori zina karena adanya hidup bersama 

selayaknya suami istri yang dilakukan di luar pernikahan, akan tetapi hal tersebut baru 

dapat dikenakan h}ad apabila keduanya dilaporkan dan terbutkti melakukan zina, adapun 

jika laporan tersebut palsu, maka pihak yang melapor akan dikenakan h}ad qaz}af. 
Lanjut Pasal 413 tertulis bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan 

dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga 

batihnya, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun. Yang dimaksud dengan keluarga 

batih terdiri atas ayah, ibu, dan anak kandung. Sedangkan dalam fikih jinayah hukuman 

yang diberikan terhadap pelaku zina tetaplah sama tanpa membedakan pelaku zina 

tersebut, yaitu rajam hingga mati pada pelaku yang telah menikah dan dera 100 kali dan 

pengasingan selama setahun bagi yang belum menikah. 

Fikih jinayah ada dalam Islam untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan 

pelanggaran hukum khususnya tentang kriminalitas. Seperti perbuatan pencurian, 

pembunuhan, perampokan, termasuk diantaranya perzinaan. Zina adalah perbuatan yang 

memiliki konsekuensi hukum dalam Islam yang telah diatur dalam fikih jinayah. Zina 

dalam Islam dipahami dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang 

mukallaf pada kelamin perempuan yang diinginkan tanpa ikatan kepemilikan dan tanpa 

keraguan. Fikih jinayah tidak membedakan pelaku perbuatan zina, baik yang telah 

menikah (muh}s}an) maupun yang belum menikah (gairu muh}s}an), keduanya akan 

mendapatkan h}udud masing-masing. Berbeda dengan KUHP yang membedakan 

hukuman pidana terhadap pelaku zina, Pasal 411 menjerat pelaku zina baik itu yang telah 

terikat perkawinan maupun yang belum dengan hukuman yang sama yaitu pidana penjara 

paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Adapun perbuatan 

kohabotasi atau lebih dikenal dengan istilah kumpul kebo dipidana pada Pasal 412 paling 

lama 6 bulan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Sedangkan Pasal 413, bagi yang 

melakukan perzinaan dengan ayah atau ibu atau anak kandungnya akan dikenakan pidana 

penjara paling lama 10 tahun.  

Penjatuhan hukuman jelas tidak sesuai dengan hukuman dalam fikih jinayah yang 

menghukum pelaku zina sampai mati. Hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang 

tampaknya lebih ringan dan memiliki efek jera yang lebih kecil pada pelaku. Akibatnya, 

orang yang melakukan zina mungkin tidak merasa takut atau jera untuk melakukan hal 

yang sama lagi, yang dapat menyebabkan pelanggaran moral dan sosial yang lebih luas 

di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan efek jera yang signifikan serta 

menjaga ketertiban dan kesucian moral di masyarakat, hukum harus diubah dengan tegas 

sesuai dengan prinsip keadilan dan pencegahan Islam. 

Perbedaan kadar hukuman ini tentunya dilandasi oleh beberapa hal, diantaranya; 

a. Sumber hukum yang berbeda. Konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam fikih jinayah 

bersumber dari al-Qur’an dan hadis, yang mana kedua sumber tersebut berasal dari Allah 

Swt. dimana hukuman zina diatur langsung oleh Allah Swt. Sedangkan konsekuensi 

hukum yang ditetapkan oleh KUHP bersumber dari peninggalan Belanda yang bersifat 
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sekuler yaitu memisahkan peran agama dan negara. KUHP Belanda yang berideologi 

liberal menjunjung tinggi hak-hak individualistik dan kebebasan, maka wajar apabila 

hubungan seksual di luar nikah dianggap wajar dan tidak tercela. 

b. Tujuan dan filosofi hukum. Dalam hukum Islam, sanksi yang tegas dimaksudkan untuk 

melindungi kehormatan, moralitas, serta kesucian keluarga dan masyarakat. Hukuman 

berat juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar orang tidak melakukan zina. 

Sementara itu, KUHP Indonesia lebih fokus pada rehabilitasi dan pembinaan pelaku 

kejahatan. Hukuman yang lebih ringan menunjukkan pendekatan yang lebih humanis dan 

tidak terlalu represif dibandingkan dengan hukum Islam. 

c. Sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang menerapkan hukum Islam dengan ketat, 

norma dan nilai-nilai agama memiliki pengaruh besar terhadap perundang-undangan, dan 

pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dianggap sangat serius. Indonesia, sebagai negara 

dengan keberagaman agama dan budaya, berusaha mengakomodasi berbagai nilai dan 

norma melalui KUHP. Oleh karena itu, hukum di Indonesia cenderung lebih moderat dan 

fleksibel. 

d. Proses hukum dan pembuktian. Dalam hukum Islam, pembuktian perzinaan 

memerlukan syarat yang sangat ketat, seperti adanya empat saksi yang melihat langsung 

perbuatan zina tersebut atau pengakuan dari pelaku. Sedangkan proses pembuktian dalam 

KUHP mengikuti prosedur hukum pidana umum yang mungkin lebih fleksibel dalam hal 

alat bukti dan saksi. 

Empat poin tersebutlah yang menjadi alasan mengapa penatapan kadar 

konsekuensi hukum akibat zina dalam fikih jinayah dan KUHP berbeda. Untuk saat ini 

Indonesia masih menggunakan Pasal 284 KUHP sebagai aturan, adapun Pasal 411-413 

yang diterbitkan pada tahun 2023 baru akan diterapkan pada tahun 2026 mendatang. 

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

Pertama, zina dalam perspektif fikih jinayah memiliki definisi yang berbeda 

dengan Pasal 284 KUHP 1946 yang mengganggap perzinaan sebagai persetubuhan yang 

dilakukan oleh orang yang telah menikah saja, sedangkan zina menurut Pasal 411 KUHP 

memiliki makna yang sama dengan perspektif fikih jinayah yaitu persetubuhan yang 

dilakukan oleh orang yang telah ataupun yang belum menikah. 

Kedua, tinjauan fikih jinayah terhadap konsekuensi zina dalam KUHP tahun 1946 

dan no. 01 tahun 2023 tidak diterima, karena penerapan sanksi untuk tindak pidana zina 

harus mempertimbangkan bukti yang lebih kuat daripada sekadar bergantung pada 

pengaduan. Hal ini penting karena bukti yang kuat dan dapat dipercaya akan memastikan 

bahwa keputusan dibuat berdasarkan fakta yang benar, bukan sekadar laporan atau 

pengaduan yang mungkin tidak akurat atau dipengaruhi oleh berbagai faktor. Fikih 

jinayah membedakan konsekuensi yang diberikan kepada pelaku zina menjadi dua, 

pertama kepada pelaku yang telah menikah yaitu hukuman rajam dengan melempari batu 

hingga mati. Kedua kepada pelaku yang belum menikah yaitu hukuman cambuk seratus 

kali dan pengasingan selama setahun. Sedangkan Undang-Undang KUHP tahun 1946 

memberi konsekuensi terhadap pelaku zina yang telah menikah dengan hukuman pidana 
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penjara paling lama 9 bulan. Adapun KUHP tahun 2023 menghukum pelaku pidana zina 

dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah bagi pelaku 

zina yang telah atau belum menikah, sedangkan dalam hal kohabotasi KUHP memberi 

pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 10 juta rupiah, dan pada 

perzinaan yang dilakukan dengan ayah, ibu, atau anak kandungnya dihukum dengan 

pidana penjara paling lama 10 tahun. 
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